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BUPATI TANA TORAJA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA 

NOMOR 01 TAHUN 2017 

·TENTANG 
ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 66 TAHUN 

A1. G PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN �017 

i\ i 

DENGAN RAHI\'J,A\f TUHAN YANG MAHA ESA 

BUiiA'tI TANA TORAJA, 
I 

·a dalam rangka kunjungan kerja W akil Presiden Repu blik 
ndonesia di Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 22 Januari 2017 

ai surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik 
- onesia Sekretariat Wakil Presiden Nomor : B-20/Setwapres/D- 
- ?rot/KK.01.01/ 1/2017 Tanggal 11 Januari 2017, untuk 
-� ukung pelaksanaan kunjungan kerja dimaksud perlu 

- ggarkan · dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
.... paten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017; 

untuk mendukung pelaksanaan satuan tugas Sapu Bersih 
·�-c:;. ..... tan Liar di Kabupaten Tana Toraja yang dibentuk 

::::.asarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 5/1/ Tahun 
_ -. perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

ah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017 sesuai surat 
- teri Dalam Negeri Nomor 977 /5065/SJ Tanggal 30 Desember 

_ _... perihal penegasan pembentukan dan penganggaran unit 
_ -�:::-antasan pungutan liar tingkat provinsi kabupaten/kota; 

-� dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan 
astrrasi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan 

ya sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap 
�=-:::.. ........ ran Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang 

_ � aoaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
-= - - Anggaran 2017; 

- v e, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
: a. huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
�g ?erubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 

.. -=c...-� 20 6 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
- '"'ahun Anggaran 2017; 

,,-1.i,:.;� -g- • ndang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan 
ah-daerah Tinzkat Il di Sulawesi (Lembaran Nezara RP.nuhlik 
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2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

I ii ! ,j( 

3. Undang-Undang Np,�or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200j Nomor 4 7, 
Tambahan Lembarfui Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, · 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); · 

�:\ 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

donesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

'ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
'Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
:'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

·-cdang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
_ etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
_ · mor 5049); 

··:::_dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
?eaturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
:..=. onesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
_ epublik Indonesia Nomor 5234); 

· . :.:ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undarig- 
:: dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
· .ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
- . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

::-dang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
_ ·egara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 
Peraruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
?:o:oko er Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran 












	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

